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ABSTRAK

Adanya ketimpangan di ASEAN mendorong negara-negara anggota untuk
melakukan kerja sama intra-ASEAN. Salah satunya yang dilakukan Indonesia
dengan Singapura dalam bidang ekonomi. Indonesia menjadikan Singapura sebagai
target diplomasi ekonomi untuk mendorong peningkatan sektor industri di Batam
melalui adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini
membahas terkait pertimbangan dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap
Singapura melalui pengembangan KEK. Konsep yang digunakan adalah diplomasi
ekonomi baru dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini
menemukan bahwa dalam diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura,
terdapat lima variabel yang dipertimbangkan, yaitu kekuatan ekonomi relatif dari
Singapura, rezim internasional yang berkaitan dengan ASEAN Free Trade Area
(AFTA) dan Mou 2006, kepentingan Indonesia dalam meningkatkan sektor industri
di Batam, institusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan
dan peran pemerintah Indonesia dan BP Batam, serta faktor ideasional yang
berkaitan dengan pandangan dan identitas Indonesia dalam membuat Batam
menjadi kompetitif.

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, ASEAN, Batam, Singapura

ABSTRACT

The existence of inequality in ASEAN encourages member countries to carry out
intra-ASEAN cooperation. One of them is what Indonesia and Singapore are doing
in the economic sector. Indonesia has made Singapore a target for economic
diplomacy to encourage the improvement of the industrial sector in Batam through
the development of a Special Economic Zone. This research discusses Indonesia's
economic diplomacy considerations and efforts towards Singapore through the
development of KEK. The concept used is new economic diplomacy from Nicholas
Bayne and Stephen Woolcock. This research uses a qualitative approach with
literature study. This research found that in Indonesia's economic diplomacy
towards Singapore, there were four variables considered, namely international and
domestic in responding to Singapore's trade and investment policies, instruments
and issues in relation to the ASEAN Free Trade Area (AFTA), state and non-state
actors involved relating to the role of the government and BP Batam in economic
diplomacy, as well as market impacts related to industrial improvements in Batam.
Keywords: Special Economic Zone, ASEAN, Batam, Singapura



BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Negara-negara ASEAN berada pada tahap emas pembangunan, meskipun
pembangunan regional yang tidak merata masih menjadi tantangan utama yang
perlu dihadapi. Ketimpangan keseluruhan di kawasan ini sebagian besar terjadi
karena pembangunan yang tidak merata antar negara. Ketimpangan atau
kesenjangan pada negara-negara anggota ASEAN dapat dilihat dari berbagai
indikator, seperti Human Development Index (HDI), Gross Domestic Product
(GDP), persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan
ekonomi dari masing-masing negara ASEAN. Ketimpangan dalam ASEAN dapat
terlihat jelas dengan adanya posisi negara yang berada dalam tahap “perlu
dimajukan,” yaitu negara-negara yang dikenal dengan CMLV atau Kamboja,
Malaysia, Laos, dan Vietnam (Sibuea 2019).

Salah satu ketimpangan yang paling terlihat jelas adalah dalam bidang
ekonomi. Ketimpangan ekonomi di ASEAN secara umum berdampak pada
beberapa aspek, salah satunya adalah masih stagnannya nilai perdagangan intra-
ASEAN (Muhammad 2023). Meningkatnya ketimpangan dapat mengurangi
dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan juga
melemahkan landasan pertumbuhan ekonomi (Kuroda 2013). Secara khusus,
ketimpangan dapat berdampak pada aktivitas lintas negara, seperti apa yang
ditunjukkan dalam Indonesia dengan Batam, yang merupakan negara berkembang,

dan Singapura, yang merupakan negara maju. Hal ini berkaitan dengan



ketergantungan Batam dengan Singapura yang dapat dilihat dari barang impor yang
masuk ke Batam kebanyakan berasal dari Singapura dan dominasi ekspor Batam ke
Singapura (Widhyharto 2012).

Salah satu cara yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi ketimpangan
ekonomi yang ada adalah dengan memberikan bantuan yang ditujukan pada negara-
negara yang masih tertinggal dalam hal ekonomi. Selain itu, ASEAN turut menjalin
kerja sama internal dengan negara-negara ASEAN dalam program pembangunan,
seperti apa yang dilakukan dengan Singapura dengan pembentukan program
Singapore Cooperation Program (SCP) (Rachmawati 2017). Kerja sama intra-
ASEAN ini juga tercermin dengan adanya pembentukan ASEAN Free Trade Area
(AFTA) pada tahun 1992. Kerja sama internal antara negara anggota ASEAN ini
pulalah yang menjadi salah satu strategi yang dilakukan tiap negara ASEAN,
termasuk Indonesia, dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada.

Dalam konteks kerja sama dengan negara anggota ASEAN, salah satu
negara yang memiliki hubungan dan kerja sama erat dengan Indonesia adalah
Singapura. Hubungan antara kedua secara diplomatis telah terjalin secara resmi
sejak 7 September 1967. Kedua negara juga berperan sebagai inisiator dalam
pembentukan organisasi regional Asia Tenggara, yaitu ASEAN, yang juga
merupakan faktor pendorong dalam mewujudkan kerja sama antar keduanya dalam
berbagai bidang (Geraldo dan Maarif 2022). Kerja sama yang dilakukan antara
Indonesia dan Singapura melibatkan berbagai aspek, baik ekonomi, politik, budaya,
dan juga pertahanan. Misalnya, dalam bidang pertahanan, kedua negara telah
melakukan kerja sama pertahanan yang ditandatangani pada tahun 2007. Dalam

bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam pengembangan



kawasan perdagangan bebas yang tertera pada Memorandum of Understanding
(MoU) antara kedua negara pada tahun 2006.

MoU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura pada tahun 2006
berkaitan menjadi momentum peningkatan signifikan hubungan ekonomi antara
kedua negara. Penandatanganan MoU tersebut diamati langsung oleh Presiden
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura
Lee Hsien Loong (Pahlawan dkk. 2014). Nota kesepahaman yang terjalin berkaitan
dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Penandatanganan nota
kesepahaman ini  mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi yang lebih dalam dalam pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus merupakan konsep untuk mengembangkan
wilayah ekonomi atau kawasan strategis nasional dengan tujuan utama
meningkatkan pembangunan dan perekonomian di suatu daerah, sehingga tercipta
kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia
(Arjuna 2016). Kawasan Ekonomi Khusus menjadi suatu konsep untuk
mengidentifikasi wilayah yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, termasuk
di dalamnya adalah Free Trade Zone (FTZ), Export Processing Zone (EPZ),
pelabuhan, dan berbagai fasilitas lainnya yang dikenal dengan “zones within zone.”

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman pada tahun 2006, maka
Indonesia dan Singapura secara resmi bekerja sama dalam pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus Batam. Dalam konteks Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus
merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan

layanan investasi yang memenuhi standar internasional. Kerangka kebijakan



pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia mencakup sejumlah regulasi,
seperti pengurangan pajak, penyediaan fasilitas visa, dan penyederhanaan izin kerja
untuk tenaga kerja asing. Selain itu, layanan investasi juga disediakan untuk
memudahkan investor dalam memperolen semua izin dan dokumen yang
diperlukan melalui layanan terpadu (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2022).

Dalam konteks kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dan Singapura, kerja
sama antar keduanya dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan (Arjuna,
2016). Indonesia memanfaatkan momentum dan peran Singapura dalam upaya
peningkatan sektor yang menjadi pembangunan Batam secara khusus, dan
Indonesia secara keseluruhan. Dengan lokasi yang strategis, Batam menjadi
kawasan yang ideal sebagai objek dari pembangunan yang ada di Kota Batam.
Terlebih, Batam berbatasan langsung dengan Singapura, sehingga akses antara
Indonesia dan Singapura terhubung melalui Batam. Hal ini juga berkaitan dengan
pandangan pemerintah Singapura yang menganggap Indonesia sebagai lokasi
investasi yang menarik bagi para pebisnis Singapura untuk menanamkan modal
(Achmad dan Nasir 2022). Di sisi lain, bagi Indonesia, Singapura dianggap sebagai
mitra dagang utama, sumber investasi terbesar, serta kontributir terbesar dalam
jumlah turis asing yang mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia
memanfaatkan ketergantungan yang ada untuk terjadinya peningkatan ekonomi.
Kerja sama antara Indonesia dan Singapura tidak hanya akan memberikan manfaat
bagi kedua negara tersebut, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan bagi
Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, di mana kerja sama keduanya dapat

menjadi contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya (Sarmiento dan Jegho 2023).



Dengan fakta bahwa Singapura menjadi sumber investasi terbesar
Indonesia, maka Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadikan
Singapura sebagai negara tujuan dalam diplomasi ekonominya melalui adanya
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga
terus digalakkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkaitan
dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin penuh dengan
tantangan (Pramudyani 2020). Oleh karenanya, diplomasi ekonomi ini diperlukan
dalam rangka mendorong terjadinya peningkatan perdagangan dan investasi yang
akan berdampak pada kepentingan perekonomian Indonesia.

Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia memiliki fokus pada beberapa
sektor, di antaranya industri, pengolahan ekspor, pariwisata, energi, dan juga
kesehatan. Fokus pada sektor industri dalam penelitian ini berkaitan dengan
perekonomian di Batam yang didominasi oleh sektor industri (Apriliyanti 2015).
Secara umum, Kawasan Ekonomi Khusus lainnya juga dipenuhi oleh adanya sektor
industri. Sehingga, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap
Singapura dilakukan guna meningkatkan sektor industri di Batam melalui adanya
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam meningkatkan sektor industri melalui pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus, Indonesia memerlukan strategi dan upaya yang dilakukan dalam
kerangka diplomasi ekonominya terhadap Singapura pada periode 2018-2023.
Rentang waktu awal berkaitan dengan inisiasi serius dalam perencanaan KEK
Batam. Di sisi lainnya, rentang batas waktu pada 2023 memungkinkan untuk

melihat secara komprehensif dinamika pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia



terhadap Singapura, yang juga mempertimbangkan konsekuensi dari adanya
pandemi global Covid-19.

Topik diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam
pengembangan KEK di Batam menjadi menarik karena tidak hanya untuk menggali
dinamika hubungan ekonomi antar negara tetangga, tetapi juga memberikan
wawasan tentang bagaimana strategi diplomasi ekonomi dapat memengaruhi
perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Di samping
itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam konteks kebijakan ekonomi dan
pengembangan regional ASEAN. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba untuk
mengeksplor lebih dalam terkait diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura
dalam peningkatan sektor industri melalui pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, rumusan
masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: “Bagaimana upaya
diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri di

Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?”

1.3  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pola dan upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap

Singapura melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus



2. Untuk mengetahui peningkatan sektor industri dari diplomasi ekonomi Indonesia

terhadap Singapura melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

1.4  Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan pembahasan
untuk memastikan cakupan pembahasan tidak terlalu meluas. Penelitian ini didasari
oleh isu ketimpangan ekonomi yang ada di ASEAN. Dalam melakukan penelitian
penulis hanya berfokus kepada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di
Indonesia, tepatnya di Batam, yang secara spesifik hadir setelah kebijakan Free
Trade Zone. Hal ini didasarkan oleh adanya penurunan pertumbuhan ekonomi
Batam yang kemudian lahirlah inisiasi untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi
Khusus di Batam.

Dalam penelitian, rentang waktu yang menjadi cakupan adalah sejak awal
mula pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2018 sampai dengan
tahun 2023. Rentang waktu tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan yang
jelas. Pertama, tahun 2018 menjadi awal dari inisiasi pengembangan dan
transformasi KEK di Batam, sehingga memungkinkan penulis untuk mendalami
detail proses perencanaan, implementasi, serta dampak awal dari kebijakan
tersebut. Kedua, batas waktu hingga tahun 2023 memungkinkan untuk melihat
secara komprehensif dinamika pengembangan KEK dan secara khusus upaya
diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan
KEK Batam. Ketiga, rentang batas hingga 2023 juga memperhitungkan dampak
dari Pandemi Covid-19 yang dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap upaya

diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia.



1.5  Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas tentang kebijakan
kawasan bebas Batam serta kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan
Singapura dari penelitian sebelumnya, tetapi penulis tidak menemukan kesamaan
persis terhadap judul yang diteliti sebelumnya. Namun penulis merujuk pada
beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang serupa
sebagai referensi dan bahan studi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian
sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Desy Arjuna yang berjudul
“Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Realisasi Special Economic Zone
(SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun,” di mana pada penelitiannya ia membahas
mengenai realisasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura
tepatnya pada kawasan ekonomi di pulau Batam, Bintan, Karimun. Pada
penelitiannya dijelaskan tentang Kota Batam yang dijadikan sebagai tempat daerah
tujuan investasi. Hal tersebut dapat ditandai dengan dilakukannya penanaman
modal asing serta penanaman modal dalam negeri oleh pemerintah. Persamaan
penelitian Arjuna dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kerja
sama yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Tetapi penelitian Arjuna
sendiri lebih berfokus terhadap realisasi dari SEZ atau Kawasan Ekonomi Khusus
yang dilakukan di Batam, Bintan, dan Karimun, sedangkan penelitian ini fokusnya
terletak pada kebijakan KEK di satu wilayah saja, yaitu Batam. Sehingga yang
menjadi perbedaan dari penelitian Arjuna dan penelitian ini adalah mengenai fokus

dari kerjasama Indonesia dan Singapura. Penelitian ini telah memaparkan cukup



jelas mengenai realisasi dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura
pada kawasan ekonomi khusus. Realisasi yang dipaparkan dalam penelitian
tersebut berupa penandatanganan framework agreement untuk membuka kerjasama
ekonomi di berbagai sektor seperti investasi, dan perdagangan bebas serta
pembentukan freeport zone. Kemudian guna untuk mempromosikan ketiga wilayah
ekonomi khusus tersebut, mereka membentuk Joint Investment Promotion yang
bergerak dalam bidang perdagangan. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing
caregiver dan perawat asal Indonesia mereka mengadakan Tripartit Workshop on
Manpower Management.

Tidak hanya itu, penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul
“Dinamika Hubungan Bilateral Investasi Indonesia Singapura: Kasus Free Trade
Zone di Batam 2005-2009” yang dilakukan oleh Hilda Delvia Febriyanti Pakpahan.
Dalam penelitian tersebut terdapat pemaparan mengenai hubungan kerjasama
antara Indonesia dan Singapura yang mengalami peningkatan dari aspek investasi
dipicu oleh wilayah Batam sebagai lokasi yang strategis. Konsep yang digunakan
pada penelitian ini antara lain: konsep hubungan bilateral, kerjasama internasional,
perdagangan internasional, kepentingan nasional, investasi nasional serta Free
Trade Zone. Dinamika ekonomi yang dijelaskan oleh penulis yaitu berupa
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional yang ingin dicapai
oleh Indonesia dengan menawarkan beberapa sumber daya yang dimiliki serta
penanaman modal untuk investasi asing khususnya di Pulau Batam. Sedangkan
kepentingan yang ingin dicapai oleh Singapura adalah mengatasi keterbatasan
sumber daya yang dimiliki dengan terpenuhinya kebutuhan sarana lain demi

melancarkan kegiatan ekonominya. Persamaan penelitian Febriyanti (2011) dengan



penelitian ini adalah pembahasan mengenai kawasan bebas Batam. Tetapi
penelitian Febriyanti sendiri lebih berfokus terhadap pembahasan mengenai
dinamika hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Singapura dengan adanya
kebijakan free trade zone di Batam yang berkaitan dengan kepentingan kedua
negara. Selain itu, penelitian Febriyanti memiliki batasan khusus pada tahun 2005-
2009. Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam
kaitannya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

Selain penelitian daripada itu, terdapat penelitian ketiga yang berkaitan
dengan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Singapura tetapi dibahas dari aspek
digitalisasi. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhammad Bagus Harpiandi
dengan judul penelitian “Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi
Digital 2017”. Fokus penelitiannya terletak pada hubungan kerja sama antara kedua
negara tersebut melalui kondisi ekonomi digital serta membahas terkait dampak
dari ekonomi digital bangsa Indonesia. Dalam menyusun penelitiannya, Harpiandi
menggunakan teori mengenai ekonomi digital, kepentingan nasional, globalisasi,
hubungan internasional, serta teori kerjasama bilateral. Serta menggunakan metode
kualitatif dan teknik analisis deskriptif yang ditunjang oleh beberapa data serta
kajian literatur untuk mendukung penelitiannya. Peneliti menggunakan teori ilmiah
yang berkaitan dengan hubungan internasional untuk digunakan sebagai
konseptualisasi dari suatu gagasan menjadi penelitian skripsi. Kemudian, penulis
menggunakan teori globalisasi dan ekonomi digital untuk melakukan analisis
berupa proses terbentuknya digitalisasi ekonomi. Dari hasil penelitiannya, dapat

disimpulkan bahwa kondisi ekonomi digital di Indonesia masih tergolong cukup
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baik dilihat dari prospek serta potensi yang dimiliki. Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa ditemukan kendala mengenai regulasi serta permodalan terhadap pelaku e-
commerce. Sehingga kerjasama yang dilakukan antar kedua negara tersebut dalam
aspek digitalisasi akan menguatkan sektor ekonomi digital yang nantinya
berdampak positif terhadap kerjasama yang berkembang dan berkelanjutan
(Harpiandi 2019). Pembahasan mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan
Singapura menjadi persamaan penelitian Harpiandi dengan penelitian ini, dimana
pembahasan tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui pola kerjasama yang
dilakukan antar kedua negara. Tetapi Harpiandi (2017) lebih berfokus terhadap
kerjasama dalam bidang ekonomi digital. Sehingga hal tersebut menjadi perbedaan
dengan penelitian penulis yang membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia
terhadap Singapura dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus di Batam.

Terakhir, terdapat penelitian Achmad dan Fadillah Afrivo Nasir pada tahun
2022 yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam
Pengelolaan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Era Joko Widodo-Jusuf Kalla
(Periode 2015-2019).” Achmad dan Nasir menggunakan konsep kerjasama
internasional dan perdagangan bebas untuk membahas mengenai kerjasama
pemerintah Indonesia dan Singapura terkait wilayah Kawasan Ekonomi Khusus.
Penelitian Achmad dan Nasir (2022) menemukan bahwa pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus merupakan perpanjangan kepentingan antara kedua negara.
Kerjasama antara Indonesia dan Singapura dilakukan di Batam, Bintani, dan
Karimun, dan dioptimalkan dengan pemberlakuan pembebasan pajak untuk

memudahkan pelayanan penanaman modal. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus
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juga masih dalam kerangka perdagangan bebas. Persamaan penelitian Achmad dan
Nasir (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahasan
mengenai kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dan Singapura. Tetapi
penelitian Achmad dan Nasir lebih berfokus terhadap pengelolaan wilayah
Kawasan Ekonomi Khusus secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus
terhadap diplomasi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK
Batam. Sehingga perbedaan dari penelitian Achmad dan Nasir dengan penelitian
ini terletak pada variabel yang dibahas, dimana penelitian ini akan menganalisis
mengenai diplomasi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor
industri di Batam melalui pengembangan KEK.

Secara keseluruhan, dari hasil tinjauan yang telah dilakukan atas penelitian-
penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian
ini. Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan memiliki fokus yang berbeda atau
cakupan tahun yang khusus. Selain itu, penelitian yang ada juga belum ada yang
membahas mengenai analisis diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura
dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan KEK.
Sehingga hal itulah yang menjadi research gap dalam penelitian ini, dimana penulis
akan membahas mengenai analisis diplomasi ekonomi Indonesia terhadap
Singapura dalam meningkatkan sektor industri di Batam melalui pengembangan

KEK.
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1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dikemukakan
oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock dalam bukunya yang berjudul “The
New Economic Diplomacy.” Bayne dan Woolcock membagi diplomasi ekonomi
melalui beberapa variabel yang meliputi relative economic power, international
regimes, interests, institutions and domestic decision-making, dan ideational
factors (Bayne dan Woolcock 2017). Kelima variabel tersebut merupakan variabel
yang mempengaruhi negosiasi dalam diplomasi ekonomi.

Variabel pertama, yaitu relative economic power atau kekuatan ekonomi
relatif, merujuk pada ukuran perekonomian negara yang terlibat dalam negosiasi.
Variabel kekuatan ekonomi relatif ini sendiri berangkat dari pemikiran realis yang
menyatakan bahwa kekuatan ekonomi relatif dan keuntungan relatif memengaruhi
negosiator. Dalam konteks tersebut, semakin besar perekonomian suatu negara,
maka kekuatan pasar yang dimiliki juga lebih besar karena adanya daya tarik
penawaran akses terhadap pasar tersebut (Bayne dan Woolcock 2017).

Variabel kedua, yaitu international regimes atau rezim internasional. Rezim
sendiri meliputi aturan formal dan informal, norma, serta prosedur pengambilan
keputusan. Variabel ini menjelaskan bahwa rezim berfungsi dalam memfasilitasi
kerjasama dengan mengurangi biaya transaksi, sehingga memungkinkan negosiasi
yang berulang di mana kesepakatan selanjutnya dapat dibangun berdasarkan kerja
sama sebelumnya. Konsep rezim juga melibatkan jenis-jenis kerjasama yang tidak
terlalu resmi, seperti kolaborasi dalam rezim swasta atau multi-pihak. Variabel ini
menjadi semakin vital dalam diplomasi ekonomi, karena rezim membantu

mengelola pasar saat negara tidak mampu atau enggan melakukannya sendiri.
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Variabel ketiga, yaitu interests atau kepentingan. Dalam variabel ini,
analisis rasional sesuai untuk mempelajari kepentingan-kepentingan yang ada
karena pendekatannya yang sistematis dan logis. Analisis rasional mengasumsikan
bahwa negara atau pihak-pihak dalam negosiasi mencari keseimbangan antara
preferensi kepentingan yang beragam untuk memaksimalkan utilitas. Utilitas yang
dimaksud dapat dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, ataupun bersangkutan
dengan perolehan dan pertahanan kekuatan pemerintah atau partai politik.

Variabel keempat, yaitu institutions and domestic decision-making atau
institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri. Variabel ini menjelaskan bahwa
institusi berperan dalam menetapkan keseimbangan kepentingan dan cara-cara
yang digunakan, serta melaksanakan prosedur pengawasan negosiasi. Dalam
konteks diplomasi ekonomi, pelaku utamanya adalah lembaga legislatif atau entitas
lain yang memiliki kekuatan untuk memveto kesepakatan yang telah dipersiapkan.

Variabel kelima, yaitu ideational factors atau faktor ide. Ide memiliki
potensi untuk membentuk hasil yang beragam tergantung pada perspektif yang
dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pandangan dunia dari pihak-pihak yang
terlibat dalam diplomasi ekonomi akan memengaruhi cara mereka dalam menilai
situasi. Asumsi ini sesuai dengan pandangan konstruktivis, yang juga berasumsi
bahwa terdapat peran persuasi dalam proses tawar-menawar. Dalam pendekatan
konstruktivis dalam negosiasi, upaya akan dilakukan untuk mencapai konsensus
yang memuaskan berdasarkan pada pengetahuan atau pemahaman bersama yang
dibangun bersama-sama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, diplomasi ekonomi

cenderung mencakup persuasi dan tawar-menawar.
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Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi
dilakukan guna tercapainya penyelesaian isu atau masalah agar mendapatkan
kepentingan ekonominya. Dalam relevansinya dengan penelitian ini, Indonesia
sebagai pelaku diplomasi ekonomi berkeinginan untuk meningkatkan sektor
industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Di saat yang
bersamaan, Singapura menjadi target dari diplomasi ekonomi ini karena Singapura
merupakan negara yang berpengaruh terhadap Indonesia, khususnya Batam, yang
dibuktikan dengan posisinya sebagai investor terbesar di Batam. Oleh karenanya,
tujuan dari diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak bagi

peningkatan sektor industri di Batam.

1.7  Argumen Sementara
Berdasarkan penelitian dengan menggunakan kerangka konseptual
diplomasi ekonomi dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock, yang dapat
dikemukakan adalah Indoonesia menggunakan pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus sebagai alat untuk melakukan diplomasi ekonomi terhadap Singapura.
Secara lebih terstruktur, pengaplikasian konsep diplomasi ekonomi dari Bayne dan
Woolcock adalah sebagai berikut:
a. Kekuatan ekonomi relatif: Iklim dan kebijakan investasi dan
perdagangan yang dimiliki Singapura menjadi faktor pertimbangan
Indonesia dalam menjadikan Singapura sebagai target diplomasi.
b. Rezim internasional: Diplomasi Indonesia dengan Singapura
dilandaskan oleh ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan MoU

pengembangan KEK pada tahun 2006.
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c. Kepentingan: Diplomasi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan sektor
industri di Batam yang sempat mengalami penurunan.

d. Institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri: Hubungan prinsipal-
agen dari pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan dan BP Batam
sebagai pelaksana.

e. Faktor ideasional: Diplomasi ekonomi untuk meningkatkan sektor
industri di Batam guna memperlihatkan identitas dan kebanggaan

Indonesia untuk membuat Batam lebih kompetitif.

1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena data yang tersedia
terutama dalam bentuk literatur. Metode penelitian kualitatif dikenal dengan
deskripsi analitik, menekankan proses daripada hasil, dan bersifat induktif. Oleh
karena itu, pendekatan kualitatif akan menjadi kerangka dasar untuk menjelaskan
diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus di Batam.
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah diplomasi ekonomi Indonesia terhadap
Singapura sebagai subjek yang akan diteliti. Dengan objek penelitian berupa
peningkatan sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus.
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi
pustaka. Penulis menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku, situs resmi,
artikel berita, dan laporan resmi dari organisasi dan pemerintah. Data juga diperoleh
dari berita terbaru yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.
1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dari penelitian ini berupa mengumpulkan data. Data-data
yang dikumpulkan dikaji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan
menganalisis, dan mengaitkan setiap subjek dan objek yang berkaitan dalam kasus
yang diteliti oleh penulis. Semua data yang digunakan dan ditulis dalam penelitian
juga akan diteliti lebih dalam untuk dipastikan kredibilitas dan validitas data

tersebut.

1.10 Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan
dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini dilsusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB | : Bagian awal tulisan ini mencakup penjelasan mengenai pemilihan
judul, konteks masalah, fokus permasalahan, kerangka teoritis yang digunakan,
hipotesis yang diajukan, cakupan penelitian, metode penelitian yang digunakan,

dan sistematika penulisan keseluruhan.
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BAB Il : Bagian ini memuat pemaparan terkait latar belakang dari kerjasama
Indonesia dan Singapura, Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan

perubahan Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.

BAB llI : Membahas tentang diplomasi ekonomi Indonesia terhadap
Singapura dalam sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus dengan menggunakan lima variabel utama sesuai dengan konsep

diplomasi ekonomi baru Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock.

BAB IV : Merupakan kesimpulan akhir dari tema yang diangkat dalam

penulisan skripsi ini.
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BAB |1

KERJA SAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM KEBIJAKAN

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI BATAM

2.1  Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura dapat ditelusuri
secara resmi pada tahun 1967, bertepatan dengan berakhirnya konfrontasi di
Indonesia dengan latar belakang gagalnya kudeta pada tanggal 30 September 1967
yang menyebabkan pergantian Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto
(Marzuki 2017). Ketegangan antara keduanya ini bukanlah hal yang baru,
melainkan telah terjadi pada tahun-tahun sebelum akhirnya kedua negara
meresmikan hubungan diplomatiknya. Sebelumnya, ketidakpuasan Indonesia
terhadap Singapura didasarkan oleh kebenciannya terhadap kontrol Singapura atas
arus perdagangan masuk dan keluar Indonesia. Persepsi negatif yang dimiliki oleh
Indonesia semakin diperburuk oleh adanya penyaluran bantuan ekonomi dan militer
asing kepada pemberontak yang terlibat dalam PRRI/Permesta melalui Singapura,
serta tingginya angka penyelundupan dan kelambanan Singapura dalam mencegah
aktivitas ilegal yang terjadi.

Namun, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sejak tahun 1970-an,
setelah sebelumnya telah diresmikan pada 7 September 1967, sangat kontras
dengan tahun-tahun awal yang penuh dengan gejolak dan ketegangan (Marzuki
2017). Sejak itu, tema persahabatan dan kerja sama yang erat mendominasi
gambaran hubungan bilateral antara kedua negara. Ketidakpuasan dan persepsi

negatif Indonesia terhadap Singapura sebelumnya tampaknya telah mereda. Hal ini
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ditunjukkan dengan keeratan hubungan kedua negara pada masa pemerintahan
Indonesia dibawah Soeharto dan Singapura dibawah Lee Kuan Yew. Salah satu
bukti dari keeratan hubungan keduanya adalah dibentuknya kesepakatan penetapan
garis batas laut antara kedua negara di Selat Singapura pada 25 Mei 1973 (Wanandi
2017).

Singapura, sebagai salah satu negara sahabat yang berdekatan secara
geografis dengan Indonesia, memegang peran yang signifikan dalam kepentingan
nasional Indonesia serta dinamika kawasan ASEAN secara menyeluruh. Kedekatan
geografis antara kedua negara telah mendorong terbentuknya hubungan erat serta
kerja sama lintas sektor. Namun, posisi geografis tersebut juga membawa sejumlah
tantangan yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia (Akmaludin
2016).

Hubungan antara Indonesia dan Singapura telah perkembangan yang cukup
mencolok dalam berbagai aspek kerja sama, khususnya dalam bidang politik,
ekonomi, serta sosial budaya. Hubungan dan kerja sama politik antara kedua
tercermin melalui tiga perundingan perjanjian, yakni perjanjian pertahanan,
ekstradisi, dan kontra-terorisme. Kemajuan yang mencolok dalam hubungan
bilateral Indonesia dan Singapura tercermin melalui penyelesaian perjanjian
ekstradisi serta kerja sama dalam bidang pertahanan (I. S. Putra dan Karlina 2022).

Dalam bidang ekonomi, hubungan Indonesia dan Singapura dapat ditelusuri
dari kerja sama yang dilakukan kedua negara pada tahun 1980 terkait dengan
pengembangan area Batam (BP Batam 2021a). Perjanjian kerja sama tersebut
ditandatangani oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Goh Chok Tong

dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Sudjatmiko. Kerja sama ini
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sendiri tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1980. Persetujuan
terkait kerja sama ekonomi di pulau Batam, Bintan, dan Karimun kemudian
kembali terealisasi pada 25 Juni 2006 (Vingalianti 2019).

Secara kontinuitas, pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan kerja
sama ekonomi bilateral antara kedua negara. Hubungan bilateral antara Indonesia
dan Singapura membentuk kerja sama sebagai bentuk dari komitmen untuk
mempererat hubungan keduanya sekaligus menunjukkan eksistensi keduanya di
kawasan ASEAN ataupun internasional. Diplomasi dan hubungan erat kedua
negara erat kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya Indonesia yang
masih membutuhkan investor (Putri et al., 2023). Di samping itu, kedua negara
semakin terikat erat oleh saling ketergantungan, yang melibatkan keunggulan
terintegrasi Singapura dan sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Hal ini
menjadikan ketergantungan tersebut saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Singapura adalah salah satu mitra kunci dari Indonesia dalam bidang
investasi. Pada tahun 2016, misalnya, di tengah ekonomi global yang lesu,
Singapura menunjukkan peningkatan investasinya di Indonesia dengan peningkatan
sebesar $7,1 milyar dari bulan Januari sampai September 2016 (Bareksa 2016).
Pada tahun yang sama pula kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama
antara keduanya dalam bidang ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI 2016¢). Dalam pertemuan kedua negara, Perdana Menteri
Singapura Lee Hsien Loong turut berkomitmen peningkatan kerja sama dalam
berbagai bidang lainnya, di antaranya investasi di kawasan Batam, Bintan,
Karimun, bidang pariwisata, energi, dan pembentukan asosiasi bisnis antara kedua

negara.
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Sejak tahun 2014, Singapura menjadi investor asing terbesar di Indonesia.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, pada tahun 2017, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa investasi dari Singapura
yang masuk ke Indonesia mencapai angka $6,12 milyar (Databoks 2017). Dalam
laporannya tersebut, BKPM turut menyatakan bahwa Singapura masih terus

menjadi investor asing terbesar di Indonesia.

Gambar 2.1 5 Negara Asal Investasi Terbesar ke Indonesia Tahun 2017
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Sumber: Statista, 2018
Selain investasi, Singapura juga merupakan mitra dagang utama Indonesia,
meskipun terdapat tren penurunan perdagangan bilateral sejak tahun 2012, di mana
salah satunya disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi global. Badan Pusat
Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan
Singapura pada tahun 2012 mencapai angka $43,22 milyar. Pada 2022, angka
perdagangan bilateral antara kedua negara $33,8 milyar (Kementerian Luar Negeri

RI 2023).
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2.2 Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

Batam merupakan salah satu dari fokus kajian kawasan perdagangan bebas
di Indonesia. Pengimplementasian Free Trade Zone (FTZ) sebelumnya di Batam
sendiri tidak lepas kaitannya dari keistimewaan yang selama ini dimiliki Batam.
Batam sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan berikat atau bonded zone, di
mana kawasan berikat ini sendiri merupakan wilayah tertentu di dalam pabean
Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu dan menerapkan peraturan khusus
dalam kaitannya dengan pabean (Zaenuddin dkk. 2017). Perusahaan-perusahaan
yang berada di kawasan berikat ini diwajibkan untuk mengekspor setidaknya dua
pertiga dari produksi mereka. Keuntungan dari kawasan berikat ini ialah izin bagi
warga negara asing untuk memiliki 100% bisnis mereka dan pembebasan bea
masuk untuk suku cadang dan bahan untuk keperluan produksi. Penetapan Batam
sebelumnya sebagai kawasan berikat merupakan pengembangan dari status Batam
sebelumnya sebagai kawasan pergudangan atau bonded warehouse (Rejeki 2014).
Selain itu, penetapan Batam sebagai kawasan berikat sendiri turut serta dengan
perluasan jangkauan wilayah yang meliputi Pulau Rempang dan Galang.

Batam sendiri terletak dalam wilayah Kepulauan Riau yang sebelumnya
merupakan bagian dari administrasi Provinsi Riau, yang kini menjadi bagian dari
Provinsi Kepulauan Riau. Akses ke Batam dapat dilakukan melalui berbagai jenis
transportasi. Bandara Hang Nadim yang terletak di Batam menjadi salah satu
bandara internasional Indonesia yang memiliki landasan pacu untuk pesawat
penumpang besar (Fauziah dan Aritonang 2023). Batam juga dapat dijangkau
melalui perjalanan laut, yang umumnya menjadi bagian dari rute Sumatera menuju

Jawa. Selain itu, Batam memiliki beberapa pelabuhan seperti Sekupang, Batu
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Ampar, Kabil, dan Batam Centre. Kemudahan akses Batam ini kemudian menjadi

daya tarik investasi.

Gambar 2.2 Posisi Geografis Batam
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Keunggulan Batam sebagai salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai FTZ
menjadikannya semakin kompetitif (Wiryawan 2018). Batam, dan juga dua wilayah
FTZ lainnya, berlokasi strategis di jalur pelayaran internasional utama, seperti
Singapura. Selain itu, Batam telah memiliki infrastruktur dasar khususnya untuk
sektor manufaktur (Abdi 2023). Kedekatan Batam dengan Singapura secara
geografis memberikan biaya produksi yang lebih rendah bagi perusahaan di Batam
dan pada saat yang bersamaan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut
untuk mendapatkan akses infrastruktur yang sudah ada di Singapura, seperti
jaringan logistik, pusat keuangan internasional, bandara, dan pelabuhan. Negara-
negara seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Jepang telah menyadari strategisnya
pembangunan pelabuhan di Batam (Muzwardi 2016). Mereka melihat pentingnya
wilayah sekitar Riau, khususnya Batam, sebagai lokasi yang penting baik sebagai
pelabuhan transit maupun sebagai basis wilayah produksi industri dalam usaha

mereka untuk mengembangkan industri dan memasarkan produk mereka.
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Kegiatan industri di Batam dimulai dengan masuknya investasi langsung
dari Singapura yang mendirikan zona industri perdana di Batam, yaitu Batamindo,
yang mulai didirikan pada tahun 1994. Sampai dengan tahun 2002, lebih dari 12
kawasan industri telah dibangun dan memberikan kesempakatan kerja bagi lebih
dari 172.000 orang (Adiwan F Aritenang 2009). Investasi, baik yang berasal dari
dalam negeri maupun asing, mencapai total sekitar $7,3 milyar, yang melibatkan
lebih dari 8000 perusahaan.

Walaupun Batam secara resmi telah ditetapkan menjadi FTZ pada tahun
2007, implementasi Batam pra dan pasca FTZ sendiri menghadapi berbagai
hambatan. Salah satu tantangannya adalah adanya tumpang tindih atau dualisme
kewenangan sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (Dalla dan Hutabarat
2018). Tumpang tindih yang dimaksud oleh eksistensi urusan pemerintah dengan
jenis yang sama yang dikerjakan oleh dua lembaga pemerintah sekaligus. Dualisme
kewenangan ini terjadi antara Pemerintah Kota Batam dan Batam Industrial
Development Authority (BIDA) atau Otorita Batam. BIDA merupakan lembaga
yang ditunjuk oleh presiden pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden No.
41 Tahun 1973 untuk menjadi penggerak pembangunan Batam (Dalla dan
Hutabarat 2018).

Salah satu tumpang tindih yang terjadi berkaitan dengan perurusan tanah
atau lahan. Pemerintah Kota Batam mengacu pada Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang terkait
pertanahan sebagai urusan kongkuren yang diserahkan kepada daerah. Sementara
BIDA atau Otorita Batam merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973

tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Undang-undang 36 Tahun 2000 mengenai
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izin usaha di atas tanah. Dengan demikian, BIDA memiliki wewenang serupa
dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pertanahan.

Seiring dengan adanya desentralisasi, BIDA bukan lagi menjadi satu-
satunya otoritas yang relevan karena Pemerintah Kota Batam yang baru terpilih
secara demokratis telah mengambil alih kewenangan. Namun begitu, secara umum
BIDA tetap mengelola Batam dengan penjelasan tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan pembangunan. BIDA turut
serta bertanggungjawab terhadap infrastruktur Batam, yang mencakup
jalan, listrik, air, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya.

2. Pengelolaan lahan sesuai dengan Rencana Induk Kepulauan.

3. Memberikan izin dan lisensi berdagang di kawasan.

4. Melakukan pemrosesan aplikasi investasi domestik dan internasional
Pembahasan terkait BIDA tidak terlepas dari perannya sebagai lembaga

pertama yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dalam mengembangkan Batam. Hal
ini sendiri berkaitan dengan bagaimana Batam telah digadang-gadang sebagai
wilayah perdagangan bebas sejak tahun 1970-an. Dalam arti lain, Batam telah
menjadi fokus pengembangan ekonomi di Kepulauan Riau sejak diberlakukannya
kebijakan FTZ pada tahun 1970-an. Hal ini pula yang menjadikan Batam menjadi
berbeda dengan dua wilayah lainnya, di mana Batam menjadi wilayah pertama yang
ditunjuk sebagai kawasan bebas internasional. Di sisi lainnya, Batam memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap wilayah lain di sekitarnya. Penelitian Aritenang
(2020) menemukan bahwa Batam menjadi mesin pertumbuhan bagi Provinsi

Kepulauan Riau (Aritenang 2020). Hal ini juga berkaitan dengan posisi Batam
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sebagai pulau terbesar di antara ketiga pulau yang ada, dengan populasi yang lebih
besar dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan lembaga yang
melaksanakan pengelolaan pelabuhan bebas (Ulfa, Fimmastuti, dan Rahmah 2018).
BP Batam merupakan entitas Badan Layanan Umum (BLU) yang beroperasi di
Batam. Dalam menjalankan tugasnya, BP Batam mengacu pada Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau
Batam (Muzwardi 2016). Secara institusional, BP Batam dikelola oleh BIDA, dan
oleh karenanya, BP Batam menjadi penjelmaan dari BIDA atau Otorita Batam.
Dalam menjalankan tugasnya, BP Batam memiliki pengawasan dan arahan dari
Dewan Kawasan.

Dalam mengukur dampak terhadap perkembangan wilayah Batam nantinya
setelah diberlakukannya kebijakan FTZ, terdapat beberapa faktor yang dijadikan
tolak ukur, antara lain sebagai berikut (Waruwu, Salsabila, dan Fathani 2023):

1. Hubungan timbal balik
Hubungan timbal balik dapat dimengerti sebagai hubungan sebab-
akibat antara faktor-faktor yang memengaruhi dan yang dipengaruhi.

Hubungan sebab-akibat antara karakteristik standar kebijakan kawasan

perdagangan bebas dan elemen-elemen pembangunan di wilayah Batam

menjadi parameter dampak pemberlakuan FTZ di Batam.

2. Ekspor-impor

Batam yang memiliki posisi yang strategis terlibat dalam berbagai
sektor industri ekspor dan impor. Dengan memanfaatkan lokasi yang

strategis, pemberlakuan FTZ di Batam dapat meningkatkan aktivitas ekspor
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dan impor, di mana ekspor dan impor merupakan bagian dari faktor-faktor
yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran.

Investasi

Ketersediaan modal sebagai sumber daya utama untuk menjaga
kelangsungan bisnis, pertumbuhan, dan perluasan operasional merupakan
elemen penting dalam setiap kegiatan bisnis. Investasi, baik yang bersumber
dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan merangsang aktivitas
ekonomi riil atau menghidupkan kembali sektor ekonomi yang nyata.
Dengan demikian, investasi memiliki pengaruh besar terhadap tingkat
penciptaan lapangan kerja di Batam.

Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Pembangunan infrastruktur, layanan khusus, serta fasilitas umum
dan sosial yang sudah ada merupakan contoh konkret bagaimana kemajuan
teknologi dapat diamati dan dipertanggungjawabkan. Kehadiran fasilitas ini
tidak hanya penting untuk kelancaran operasional, tetapi juga menjadi
faktor pertimbangan bagi calon investor yang berminat menanamkan
modalnya di Batam. Dalam FTZ Batam, masih terdapat banyak potensi di

berbagai sektor yang dapat dimanfaatkan, termasuk peluang bagi investor.

Dalam kaitannya dengan industri di Batam, sektor manufaktur komponen

elektronik dan komputer, termasuk peralatan audio dan video, suku cadang motif,

dan produksi papan sirkuit cetak. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh

ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dengan biaya yang terjangkau. Pada tahun

2007, sektor manufaktur memegang peranan signifikan dalam jumlah investasi

swasta, menyumbang sekitar 59% dari total investasi swasta, sementara sektor
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perdagangan dan jasa hanya menyumbang sekitar 19% (Damuri, Christian, dan Atje
Raymond 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor industri manufaktur ini
sendiri merupakan salah satu daya tarik bagi para investor yang ingin menanamkan

modalnya di Batam.

2.3  Kerja Sama Indonesia dan Singapura dalam Pengembangan Batam

Perkembangan Batam, juga dua Kawasan Perdagangan Bebas lainnya, dan
hubungannya dengan Singapura dimulai pada akhir tahun 1980-an. Keterkaitan itu
dimulai ketika perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah Singapura
membantu pengembangan Batamindo Industrial Park, yang berawal dari perjanjian
kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura pada tahun 1989. Wakil
Perdana Menteri Singapura pada saat itu, Goh Chok Tong, pertama kali
mengusulkan konsep pembentukan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) pada tahun
1994, yang selanjutnya dikenal sebagai Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-
Singapura (Hutchinson dan Grunsven 2018).

Rencana SIJORI ini kemudian membuka jalan penciptaan kawasan industri
pertama, Batamindo, yang dibuka pada tahun 1992. Kawasan industri Batamindo
sendiri merupakan operasi joint venture atau usaha patungan Indonesia dan
Singapura, di mana pihak Singapura mengoperasikan taman tersebut sementara
pihak Indonesia menyediakan fasilitas dan dukungan (Wiryawan 2018). Joint
venture yang terjadi memuat 60% dari dua perusahaan yang terkait dengan
pemerintah Singapura, yaitu Singapore Technologies Industrial Corporation dan
Jurong Environmental Engineering, serta 60% dimiliki oleh Salim Group

Indonesia, salah satu perusahaan milik konglomerat besar Indonesia saat itu yang
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memiliki akses istimewa terhadap proyek-proyek investasi besar di Kepulauan
Riau. Sejak didirikannya Batamindo saat itu, semakin banyak kawasan industri
yang beroperasi di Batam seiring dengan berjalannya waktu.

Penandatangan perjanjian kerangka kerja antara Indonesia dan Singapura
tentang kerja sama ekonomi untuk menghidupkan kembali pengembangan Batam,
juga Bintan dan Karimun, dilakukan pada bulan Juni 2006. Kerja sama antara
Indonesia dan Singapura ini kemudian dituangkan dalam Memorandum of
Understanding (MoU) terkait Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan
Karimun. Singapura memberikan saran kepada Indonesia terkait kebutuhan dan
preferensi investor, pendekatan pemasaran, serta promosi pulau-pulau sebagai
destinasi investasi manufaktur (Nadalutti 2015). Hal ini dilakukan melalui jejaring
yang ada di Dewan Pengembangan Ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tentang pembentukan Kawasan Ekonomi
Khusus Batam yang telah ditandatangani antara kedua negara, pemerintah
Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai
Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan Batam sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ sendiri didasarkan pada alasan kebutuhan
mendesak, terutama karena stagnansi ekonomi Indonesia saat itu. Pemerintah
merasa perlu untuk dengan segera menjadikan Batam sebagai FTZ karena secara de
facto, Batam telah menerapkan kebijakan sebagaimana yang dilakukan dalam
kawasan perdagangan bebas (Anugrahini 2015). Hal ini sendiri dapat dilihat dari
adanya insentif fiskal yang diberikan terhadap arus barang masuk dan keluar Batam
selama beberapa tahun terakhir sebelum Batam secara resmi ditetapkan sebagai

FTZ.
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Dengan adanya dorongan untuk membentuk lebih banyak perjanjian
perdagangan bebas, Singapura memasukkan klausul terkait Integrated Outsourcing
Initiative (ISI) ke dalam FTA-nya untuk memberikan keuntungan bagi Batam,
Bintan, dan Karimun (Budiyantini dan Amalia 2021). Klausul ISI ini sendiri
termasuk dalam FTA Singapura dengan Amerika Selatan yang mulai berlaku pada
Januari 2004. Klausul ini mengakui bahwa banyak produk Singapura yang
komponennya dialihdayakan ke wilayah tetangga. Dengan memasukkan klausul
ini, 266 jenis produk IT dan produk terkait medis yang diproduksi di basis produksi
lepas Pantai seperti Batam, dapat dianggap berasal dari Singapura. Hal ini akan
membuat produk yang diproduksi di kawasan FTZ di Indonesia lebih kompetitif
dan menguntungkan. Di sisi lain, Singapura juga diuntungkan karena impor bebas
tarif membuat ekspor Singapura lebih kompetitif dalam perjanjian perdagangan
bebasnya dengan Amerika Serikat.

Dalam konteks peningkatan kapasitas, steering committee sepakat untuk
menyelenggarakan serangkaian kursus pelatihan tambahan bagi pejabat di FTZ
Batam setelah menyelesaikan tahap kedua dari pelatihan sebelumnya. Tahap kedua
ini sendiri dilaksanakan pada bulan November 2007 dan melibatkan materi terkait
pengalaman Singapura dalam bidang bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan
perencanaan kota (Kam dan Kee 2009). Steering committee turut menerima
informasi bahwa Institut Pendidikan Teknik Singapura telah menyelesaikan
program pelatihan mengenai pelaksanaan kursus Mekatronika untuk instruktur dan
pengelola kursus di Politeknik Batam.

Sebagai upaya kerja sama untuk mempromosikan Batam, Indonesia dan

Singapura melakukan kegiatan promosi bersama di hadapan sekitar 200 pengusaha
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Jepang dalam sebuah seminar yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang, pada 30 Juni
2008 (Kam dan Kee 2009). Seminar ini sendiri bertujuan untuk menarik minat
investasi dari para investor Jepang dengan memperkenalkan Kawasan Perdagangan
Bebas Batam dan mengkomunikasikan perkembangan yang telah dicapai oleh
Indonesia dan Singapura dalam menciptakan suasana yang bersahabat bagi para
investor di wilayah tersebut. Promosi ini diprakarsai oleh Menteri Perdagangan
Indonesia Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura
Lim Hng Kiang. Indonesia dan Singapura turut menegaskan bahwa dengan
Kawasan Perdagangan Bebas Batam yang dimiliki keduanya, kolaborasi keduanya
dapat saling melengkapi dan memperkuat kerja sama di dalam kerangka ASEAN.
Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu juga turut mennyampaikan
bahwa sejumlah kebijakan baru seperti undang-undang investasi, reformasi
perpajakan, dan perlindungan investasi telah dibuat dan akan diimplementasikan
secara konsisten di kawasan perdagangan bebas. Dengan promosi yang dilakukan
oleh kedua negara, beberapa perusahaan Jepang saat itu telah menyatakan minatnya
untuk berinvestasi dan akan berinvestasi di bidang elektronik, alat tulis kantor, serta
konstruksi.

Selain inisiasi pembentukan kelompok kerja dan upaya promosi yang telah
dilakukan, pemerintah Singapura juga mendirikan kantor konsulat jenderal di
Batam pada bulan Desember 2008. Pendirian konsulat jenderal di Batam, yang
terletak di Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura, tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor letak geografisnya, tetapi juga secara erat terkait
dengan implementasi kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam

pembentukan serta pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas di Batam. Dalam
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konteks tersebut, kerja sama ekonomi di FTZ menjadi salah satu motif pemerintah
Singapura mendirikan konsulat di Batam (The Jakarta Post 2009). Dengan adanya
konsulat jenderal di Batam, kedua pemerintah mengharapkan terciptanya
kolaborasi yang lebih kuat di masa mendatang dalam hal kepentingan bersama dan
kerja sama yang lebih efektif antara mereka.

Dalam peresmian Batam sebagai FTZ pada tahun 2009, Presiden Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono turut menyinggung terkait kerja sama Indonesia
dengan Singapura. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa kerja sama dengan
Singapura dilakukan guna meningkatkan investasi di kawasan yang telah ditunjuk
sebagai FTZ (Ortax 2009). Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara Indonesia dan
Singapura dilakukan melalui adanya kelompok kerja, yaitu join working group dan
join steering committee. Working group antara Indonesia dan Singapura diketuai
oleh Ketua Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura Lim Siong Guan dan Menteri
Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu, sedangkan steering committee antara
kedua negara diketuai oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng
Kiang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Boediono.

Singapura merupakan investor terbesar di Batam. Data yang diperoleh dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia menunjukkan data
investasi Singapura di Batam. Walaupun dapat dikatakan investasi Singapura
mengalami fluktuasi, Singapura tetap menyandang gelar sebagai negara investor di
Batam selama periode waktu tersebut. Artinya, investasi Singapura masih lebih

besar daripada negara-negara lain yang juga berinvestasi di Batam.
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Gambar 2.3 Nilai Investasi Singapura di Batam Tahun 2018-2023
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Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024

2.4  Perubahan Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)

Iklim investasi di Batam menunjukkan penurunan potensi karena adanya
konflik tenaga kerja serta ketidakjelasan wewenang antara Badan Pengelola Batam
dan Pemerintah Kota Batam. Dalam konteks tenaga kerja, konflik berkaitan dengan
upah minimum yang terkadang dapat meluas menjadi konflik yang anarkis (DPR
Rl 2016). Di sisi lainnya, ketidakjelasan wewenang antara BP Batam dan
Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan adanya dualisme dalam pengelolaan
Batam.

Secara eksternal, Batam turut mengalami penurunan daya saing di wilayah
regional. Konsep dari Free Trade Zone (FTZ) tidak lagi menjadi prioritas bagi

negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (Kementerian
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Koordinator Bidang Perekonomian RI 2016a). Seiring dengan globalisasi dan
meningkatnya kerja sama antarnegara di kawasan, tren yang berkembang saat ini
adalah pengembangan Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Sebagai contoh, KEK yang berada di Shenzen, China menyumbang 75%
dari total pendapatan wilayah Shenzen yang mencapai US$114,5 miliar (DPR RI
2016).

Seiringan dengan adanya penurunan daya saing secara internal dan
eksternal, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor
8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2016 (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI 2016a). Keppres tersebut menegaskan bahwa Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian akan memimpin pembentukan Dewan Kawasan
bersamaan dengan segenap jajaran pemerintahan lainnya yang berperan sebagai
anggota. Penerapan Keppres ini sekaligus mencabut Keppres Nomor 18 Tahun
2013 yang berhubungan dengan pembentukan Dewan Kawasan sebelumnya.

Walaupun pemerintah Indonesia telah mengesahkan kebijakan yang
menetapkan Batam sebagai KEK, ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan
keputusan tersebut, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam dan BP
Batam. Pihak-pihak ini berpendapat bahwa Batam tidak sesuai untuk dijadikan
sebagai KEK (Bani 2019). Ketidaksetujuan ini juga datang dari kalangan pengusaha
Batam. Kalangan pengusaha dan asosiasi di Batam menganggap bahwa status KEK
lebih condong terhadap kepentingan politis yang hanya akan menguntungkan
penguasa, dibandingkan dengan status FTZ yang meningkatkan gairah usaha

(Lavinda 2018).
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Seiringan dengan hal itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menjalankan kebijakan KEK di dalam kawasan perdagangan bebas. Dalam konteks
tersebut, KEK Batam akan berfokus pada wilayah-wilayah tertentu yang telah
ditunjuk, dan kebijakannya berada dalam kerangka kawasan perdagangan bebas.
Penerapan KEK memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
termasuk meningkatkan investasi dan memajukan wilayah-wilayah ekonomi yang
baru berkembang (Naim 2021). Secara umum, KEK nantinya akan berfungsi
sebagai titik sentral industri, perdagangan internasional, dan berbagai aktivitas
ekonomi lainnya yang bernilai tinggi guna meningkatkan daya saing nasional (CSIS
2015).

Transformasi Batam menjadi KEK turut sesuai dengan kerangka ASEAN
yang ditujukan untuk mengeliminasi ketimpangan regional dan negara-negara
anggota (Ramadhan 2022). Langkah ini mencerminkan komitmen untuk
memperkuat integritas ekonomi di kawasan ASEAN serta mempromosikan
pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan
dengan pilar-pilar dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu pasar dan basis
produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan
penmbangunan ekonomi yang rata dan berkeadilan, serta kawasan yang terintegrasi
dengan ekonomi global.

Dalam konteks fasilitas, KEK menyediakan berbagai fasilitas tambahan
yang tidak tersedia dalam kerangka kawasan perdagangan bebas sebelumnya. Ini
termasuk adanya tax holiday dengan pengurangan pajak hingga 100% dengan
syarat-syarat tertentu (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R1 2016a).

Selain itu, KEK juga menawarkan kemudahan dalam hal urusan keimigrasian,
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seperti visa kunjungan saat kedatangan dengan durasi 30 hari yang dapat
diperpanjang hingga lima kali.

Tabel 2.1 Perbandingan Fasilitas FTZ dan KEK

No. Jenis Fasilitas FTZ KEK

1. Fasilitas Pajak Penghasilan
Badan
Insentif investment allowance X v
Percepatan amortisasi X V4
Pajak dividen X V4
Tax holiday X v

2. Fasilitas PPN dan PPnBM
Bebas PPN impor V4
Pembebasan PPN atau PPnBM V4 v
Penyerahan tidak dipungut ke v v
penerima lainnya
Pengembalian PPN kepada X v
pribadi pemegang paspor luar
negeri

3. | Fasilitas Bea Masuk dan Cukai

Penangguhan bea masuk X v
Pembebasan bea masuk v v
Pembebasan cukai V4 V4

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015

Dalam pelaksanaan kebijakan KEK, BP Batam tetap menjadi otorita yang
berpengaruh di samping Dewan KEK. Dalam konteks pelayanan terpadu, BP Batam
melakukannya melalui unit khusus, yaitu Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP), yang berfungsi dalam mengelola perizinan di Batam. Perizinan yang diurus
termasuk izin pertanahan, berusaha, lalu lintas barang, titik reklame, dan
sebagainya. BP Batam menyediakan layanan perizinan yang terintegrasi secara
digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia Batam
Online Single Submission (IBOSS). Perizinan yang dikelola oleh PTSP diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan
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Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2021 mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas.

Seiring dengan transformasi ke KEK, kerja sama Indonesia dan Singapura
dalam pengembangan Batam sendiri semakin meningkat seiring dengan
berjalannya waktu. Singapura turut terlibat dalam pembangunan destinasi KEK
Nongsa Digital Park, sebuah pusat teknologi dan inovasi yang terletak di
Semenanjung Nongsa, Batam, yang berdekatan dengan Singapura (J. Anwar dkKk.
2023). Nongsa Digital Park merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus
Digital Indonesia yang menjadi realisasi dari kerja sama bilateral antara Indonesia
dan Singapura guna menggalakkan pertumbuhan industri digital di Batam.
Pembangunan Nongsa Digital Park menjadi bagian dari kolaborasi perusahaan
Indonesia dan Singapura yang didorong oleh pemerintah kedua negara melalui
lembaga-lembaga terkait seperti BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga lembaga pemerintah Singapura seperti
Economic Development Board (EDB) (R. D. Putra 2021).

Selain Nongsa Digital Park, penetapan KEK hasil kerja sama Indonesia dan
Singapura di FTZ Batam turut berada di Batam Aero Technic. KEK Batam Aero
Technic memiliki fokus utama pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat
terbang (BP Batam 2021c). Kawasan ini didirikan dengan tujuan mendukung
perkembangan industri aviasi yang ada di Indonesia. KEK Batam Aero Technic,
yang didirikan oleh Indonesia dan Singapura di atas lahan seluas sekitar 30 hektar,

bertujuan untuk menarik investasi sebesar Rp. 6,2 triliun dan diestimasi akan
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memberikan lapangan kerja untuk sekitar 9.976 orang (Kementerian Perindustrian

RI 2021).
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BAB 111

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP SINGAPURA DALAM
SEKTOR INDUSTRI DI BATAM MELALUI PENGEMBANGAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Pada bab ini, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan
mengaplikasikan konsep diplomasi ekonomi yang dicetuskan oleh Nicholas Bayne
& Stephen Woolcock. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock memaparkan lima
variabel yang menjadi pertimbangan dalam diplomasi ekonomi. Kelima variabel
tersebut adalah kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan, institusi
dan pengambilan keputusan dalam negeri, serta faktor ideasional. Dengan
mempertimbangkan variabel-variabel ini, penulis akan menyelidiki bagaimana
konsep diplomasi ekonomi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks diplomasi
ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam meningkatkan sektor industri di

Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3.1 Kekuatan Ekonomi Relatif

Bagian ini mencoba mengaplikasikan variabel kekuatan ekonomi relatif.
Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi
relatif mempengaruhi negosiator dalam suatu diplomasi ekonomi. Semakin besar
ekonomi suatu negara, maka kekuatan pasar yang dimiliki juga lebih besar (Bayne
dan Woolcock 2017). Dalam konteks tersebut, kekuatan ekonomi Singapura
menjadi faktor pertimbangan Indonesia, mengingat ekonomi Singapura yang lebih

maju sehingga kekuatan pasar yang dimiliki lebih besar. Sebagai akibatnya,
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Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi dan pendekatan dalam
diplomasi ekonominya dengan Singapura.

Sebagai pusat keuangan utama di kawasan Asia Pasifik, Singapura telah
lama mendapatkan reputasi sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang paling
maju dan canggih di dunia. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Singapura
tumbuh sebesar 3,2%. Pertumbuhan utamanya didorong oleh sektor elektronik,
transportasi, dan manufaktur biomedis (Kementerian Perdagangan dan
Perindustrian Singapura 2019). Sementara itu, sektor lain seperti teknik presisi,
bahan kimia, dan manufaktur umum juga mengalami perkembangan pada tahun
tersebut. Begitu juga dengan industri penghasil jasa yang secara kolektif tumbuh
sebesar 3% pada tahun 2018.

Sektor industri, khususnya manufaktur, telah menjadi pendorong utama
perekonomian Singapura sejak kemerdekaannya (Hirschmann 2023). Dengan
fokusnya pada otomatisasi, inovasi, riset, dan pengembangan di sektor manufaktur,
serta tingkat infrastruktur yang tinggi, Singapura telah berhasil menarik
perusahaan-perusahaan manufaktur terkemuka di dunia untuk beroperasi di negara
tersebut. Manufaktur tersebut termasuk pabrik pengecoran semikonduktor murni
seperti GlobalFoundries dan United Microelectronics Corp, serta raksasa farmasi
global GlaxoSmithKIlein, Novartis, dan Pfizer.

Sebagai negara dengan pasar domestik kecil yang bergantung pada impor
pangan, energi, dan bahan baku industri, Singapura menempatkan prioritas tertinggi
pada sistem perdagangan multilateral yang diwujudkan oleh Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO). Fokus utama kebijakan perdagangan Singapura adalah

memelihara kepentingan perdagangannya dengan memastikan terciptanya
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lingkungan perdagangan internasional yang bebas dan terbuka (ITA 2024).
Bersamaan dengan dukungannya terhadap WTO, Singapura juga mendukung upaya
perdagangan dilakukan dalam konteks regional, di mana salah satunya adalah
dalam ASEAN.

Dalam kaitannya dengan outward investment atau investasi keluar,
Singapura tidak mengekang investor domestiknya untuk berinvestasi di luar negeri.
Pemerintah Singapura mendorong investasi ke luar negeri melalui Enterprise
Singapore, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan
Industri Singapura, yang memberikan informasi pasar, hubungan bisnis, serta
bantuan keuangan dan hibah kepada perusahaan yang melakukan internasionalisasi.
Meskipun perusahaan ini memiliki cakupan global dan mengoperasikan pusar-
pusar di kota-kota besar di seluruh dunia, sebagian besar pusat-pusat
internasionalnya terletak di negara-negara mitra perdagangan dan investasi utama,
seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan ASEAN (U.S. Department of State
2023).

Singapura tidak memiliki undang-undang terkait penanaman modal di
seluruh perekonomian yang mengatur penanaman modal dalam dan luar negeri.
Investasi sendiri diatur oleh undang-undang yang berlaku secara umum, misalnya
hukum umum kontrak dan Singapore Companies Act atau Undang-Undang
Perusahaan Singapura, dan peraturan perundang-undangan yang spesifik pada
sektor tertentu (WTO 2021). Secara umum, Singapura juga tidak memiliki
perbedaan dalam perlakuan terhadap penanaman modal asing dan penanaman

modal dalam negeri.
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Sebagai negara dengan luas wilayah yang kecil, Singapura dihadapkan
dengan lahan yang terbatas untuk melaksanakan aktivitas bisnis. Terlebih,
Singapura juga dihadapkan dengan adanya kenaikan biaya tenaga kerja. Oleh
karena itu, Singapura menerapkan kebijakan ‘“regionalisasi” dan mendorong
perusahaan yang berbasis di negaranya untuk mengalihkan operasinya ke luar
negeri (Yeo 2019). Hal ini menjadi respons terhadap keterbatasan sumber daya dan
meningkatnya biaya operasional yang dihadapi oleh Singapura.

Kebijakan Singapura yang mendukung perusahaan untuk melakukan
operasi dan menanamkan investasi di luar negeri memberikan pengaruh terhadap
Indonesia. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki potensi sebagai destinasi
perusahaan Singapura menanamkan modalnya ataupun melakukan operasi
bisnisnya di luar negeri (Fernandez, Almaazmi, dan Joseph 2020). Pasalnya,
Indonesia memiliki posisi yang strategis dari perspektif Singapura, karena adanya
Batam sebagai penghubung langsung Indonesia dan Singapura. Selain itu,
Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah. Di sisi lainnya, Indonesia
memanfaatkan Singapura sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan sektor-
sektor tertentu yang ada melalui kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah
Indonesia.

Lingkungan politik Singapura yang stabil, institusi yang kuat, dan kerangka
peraturan yang transparan memberikan lingkungan bisnis yang kondusif yang
menumbuhkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks
tersebut, Indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan Singapura untuk

mendorong stabilitas regional dan prediktabilitas ekonomi, yang penting untuk
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menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
termasuk melalui pengembangan KEK Batam.

Tentu saja, terdapat langkah-langkah dan usaha diplomasi serta negosiasi
dari suatu negara untuk mempercepat aktivitas perdagangan internasional serta
mengatur pengelolaan wilayah perbatasan sebagai langkah awal melalui
kesepakatan kerja sama. Dalam konteks studi kasus ini, kerja sama tersebut
dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura. Seperti yang
telah dijelaskan dalam Bab 11, Indonesia mengusulkan kebijkan Free Trade Zone
yang kemudian berfokus menjadi KEK. Langkah tersebut didorong untuk
melakukan upaya diplomasi dan negosiasi guna memperbaiki kondisi ekonomi

dalam negeri, terkhususnya dalam sektor industri.

3.2 Rezim Internasional

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel rezim internasional dalam
diplomasi ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menyatakan bahwa
rezim internasional mempengaruhi hasil dari diplomasi ekonomi. Rezim berperan
dalam memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi biaya transaksi, dan demikian
memungkinkan negosiasi berulang di mana kesepakatan lebih lanjut dapat
dibangun berdasarkan kerja sama di masa lalu (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam
konteks diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan
KEK, variabel rezim berkaitan dengan adanya ASEAN Free Trade Area (AFTA)
dan lahirnya Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia dan Singapura

terkait pengembangan kawasan Batam pada 2006 silam.
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Indonesia memulai diplomasi dengan AFTA, salah satunya melalui upaya
untuk mencapai kesepakatan terkait pengembangan Batam sebagai bagian dari
kerja sama dengan Singapura. Hal ini dilakukan melalui kesepakatan yang tertuang
dalam Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus pada tahun 2006 di Kota Batam. AFTA merupakan kesepakatan
antara negara anggota ASEAN yang disepakati pada tahun 1992. Pada tahun 1992,
ketika AFTA didirikan, anggota asli ASEAN terdiri dari enam negara: Indonesia,
Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (Ishikawa 2021). Setelahnya,
negara-negara lain, seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar bergabung setelah
melakukan ratifikasi dengan ASEAN.

Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, terus berperan aktif
dalam kemajuan organisasi regional ini, terutama dalam implementasi AFTA.
Meskipun telah menjadi salah satu penandatangan AFTA sejak 1992, Indonesia
masih tergolong sebagai negara berkembang. Namun demikian, tantangan yang
dihadapi Indonesia adalah kurangnya tata kelola dalam memanfaatkan kapasitas
dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara (Permatasari 2020).

Sebagai perjanjian yang dibawahi oleh ASEAN, AFTA mendorong negara
anggotanya untuk meningkatkan investasi asing. Investasi asing dipercayai dapat
memperkuat bidang ekonomi, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat
ekonomi baik secara lokal maupun global (Putri 2022). Dengan adanya peningkatan
investasi asing yang berkelanjutan, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan yang diiringi dengan terciptanya lapangan kerja dan transfer

teknologi meluas.
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Landasan AFTA dan bagaimana ASEAN mendorong terjadinya kerja sama
antar negara anggota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada menjadi
cikal bakal dari terjadinya MoU antara Indonesia dan Singapura terkait
pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang ditandatangani pada 25
Juni 2006 di Kota Batam. MoU tersebut, yang didasarkan oleh prinsip saling
menguntungkan, memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
investasi asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan
memperluas perdagangan barang dan jasa (Achmad dan Nasir 2022).

Pada tahun 2010, AFTA sepakat untuk menghapuskan bea masuk untuk
Indonesia, Thailand, dan Singapura. Momentum ini juga menandai dibukanya pasar
bebas Asia Tenggara. Pembukaan AFTA tersebut kemudian memberikan
kesempatan bagi negara seperti Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan
investasi, khususnya aliran investasi asing, ke negaranya (Putri 2022). Kesempatan
ini menjadi hal yang penting bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi di tengah dinamika perubahan zaman.

AFTA menjadi cikal bakal dari kerja sama negara anggota ASEAN, di mana
dalam kasus ini adalah Indonesia dengan Singapura. Salah satu momentum
signifikan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU mengenai tata kelola
Batam, Bintan, dan Karimun pada tahun 2006. Selain itu, penandatanganan MoU
2006 juga tidak lepas dengan kaitannya dengan rezim internasional lainnya yang
memiliki aturan-aturan di dalamnya, yaitu GATT. Upaya penandatanganan MoU
untuk melindungi suatu kawasan dengan kebijakan yang tidak merugikan
kepentingan nasional disesuaikan dengan Pasal XXIV GATT yang

memperbolehkan pembentukan kawasan perdagangan bebas serupa (Salistyo
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2021). Pasal 111 dan Pasal IV TRIMs juga memberikan pengecualian bagi negara
berkembang dalam mengatur investasi asing, yang pada dasarnya konsisten dengan
prinsip-prinsip GATT.

MoU KEK yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Singapura pada
prinsipnya bertujuan untuk mempermudah aktivitas dalam sektor-sektor yang
disebutkan pada Pasal 3 Ayat (2) dari kesepakatan tersebut, seperti investasi,
keuangan, perpajakan, imigrasi, ketenagakerjaan, pengembangan kapabilitas, dan
lebih diperinci dalam ayat (3). Di sisi lainnya, Singapura akan memberikan
dukungan dalam pembangunan kapasitas dan jaringan untuk memasuki pasar
internasional atau liberalisasi investasi. Seluruh langkah yang dilakukan merupakan
langkah-langkah yang telah disetujui oleh kedua negara untuk meningkatkan iklim
investasi, khususnya di Batam. Dalam konteks terkait berlakunya MoU KEK ini
sendiri telah diatur dalam Pasal 10, di mana pemberlakuan MoU KEK mulai
berlaku sejak adanya pemberitahuan terakhir yang melibatkan seluruh pihak
melalui saluran diplomatik, setelah memastikan persyaratan hukum domestik telah

terpenuhi (Achmad dan Nasir 2022).

3.3 Kepentingan

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel kepentingan dalam diplomasi
ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock menyatakan bahwa negara atau
pihak-pihak dalam negosiasi mencari keseimbangan antara preferensi kepentingan
yang beragam untuk memaksimalkan utilitas (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam

konteks tersebut, negara berupaya untuk menemukan kepentingan yang maksimal
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dan memfasilitasi kepentingan dari pihak-pihak di dalamnya. Dalam konteks
penelitian ini, variabel kepentingan berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk
meningkatkan sektor industri di Batam.

Dalam bukunya, Bayne dan Woolcock (2017) menyatakan bahwa variabel
kepentingan ini berkaitan dengan bagaimana kepentingan para pihak yang terlibat
dapat terwadahi untuk tercapainya utilisasi maksimal. Dalam konteks
pengembangan KEK Batam, dapat terlihat bahwa pemerintah Indonesia berupaya
untuk menjembatani kepentingan dari pihak di domestik. Hal ini dapat terlihat
karena adanya kritik-kritik dari berbagai pihak terkait dengan pengembangan KEK
Batam. Kritik pertama datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam yang
menilai bahwa Batam tidak cocok untuk menjadi KEK karena kegagalan di masa
lalu dan infrastruktur yang ada telah berjalan (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI 2016a). Selain itu, terdapat kritik dari Asosiasi Pengusaha
Indonesia terkait dengan kepentingan pengusaha yang dinilai akan semakin sulit
menjalankan usaha dengan adanya pengembangan KEK Batam.

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam, merupakan pintu masuk utama
bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri (Istigomah dan Santoso 2022).
Batam telah dikenal sebagai tempat yang menarik bagi investor yang ingin
mengalokasikan modal mereka di daerah tersebut. Namun, dalam beberapa tahun
terakhir, kondisi ekonomi Indonesia, khususnya di Batam, mengalami penurunan.
BP Batam menyatakan bahwa penurunan ekonomi Batam merupakan hasil
langsung dari perlambatan ekonomi global. Hal ini dapat terjadi karena industri di
Batam merupakan cabang dari perusahaan-induk yang beroperasi di luar negeri.

Ketika terjadi perlambatan ekonomi global, perusahaan induk cenderung
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melakukan efisiensi biaya dengan menutup cabang-cabangnya, termasuk yang

banyak berlokasi di Batam (Purba dan Saputra 2018).

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Batam Tahun 2013-2017
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Penurunan ekonomi Batam juga tidak lepas kaitannya dengan status Batam
sebagai Free Trade Zone (FTZ) sebelumnya. Batam menghadapi persaingan dari
kawasan FTZ lainnya di wilayah Cina Selatan dan ASEAN (Purba dan Saputra
2018). Beberapa pesaing utama Batam adalah Waigaogiao di Shanghai, China;
Penang dan Johor Iskandar di Malaysia; serta Tan Thuan di Vietnam. Kawasan FTZ
Malaysia menjadi rival utama bagi FTZ Batam karena kedua wilayah tersebut

berada pada posisi geografis yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Batam juga diikuti dengan penurunan
pertumbuhan sektor industri di Batam yang menurun dari 6,89% pada tahun 2015
menjadi 4,62% pada tahun 2016 (Ningsih 2018). Penurunan pertumbuhan sektor

industri ini kemudian turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat
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terhadap barang dan jasa. Dalam konteks ini, maka pemerintah Indonesia
memerlukan upaya dan strategi, di mana hal ini dilakukan dengan menargetkan
Singapura, sesama negara anggota ASEAN dan AFTA, sebagai tujuan diplomasi
untuk memulihkan ekonomi serta mengembangkan sektor industri di Batam dengan
adanya pengembangan KEK.

Pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Batam berkaitan
dengan adanya local multiplier effect yang meliputi pembangunan fasilitas di
kawasan industri yang juga merangsang pertumbuhan ekonomi di sekitarnya
(Budiman 2019). Contohnya adalah peningkatan aktivitas ekonomi untuk
mendukung para pekerja. Selain itu, Batam pada awalnya memang ditetapkan
sebagai pusat industri yang mampu mendukung seluruh kegiatan industri di
Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian dilengkapi dengan infrastruktur distribusi
yang baik. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menjadikan sektor industri
sebagai fokus utama dalam pengembangan KEK guna memulihkan perekonomian
Batam yang sempat merosot sampai dengan tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mulai melontarkan wacana perubahan FTZ menjadi
KEK sejak Januari 2016 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
2016b). Pemerintah Indonesia menilai KEK sebagai salah satu cara untuk
memulihkan persoalan yang ada di Batam, khususnya penurunan pertumbuhan
ekonomi dan sektor industri. Batam perlu untuk bertranformasi karena konsep FTZ
sebelumnya dinilai telah mulai ketinggalan dengan tren terkini. Dalam siaran pers
yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mereka
mengambil contoh kawasan Iskandar Regional Development Authority (IRDA) di

Malaysia, serta KEK Shenzhen di China yang secara sukses menghasilkan 75% dari
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total pendapatan wilayah Shenzhen senilai US$ 114,5 miliar (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian R1 2016a).

Dari sisi dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa
pengembangan KEK Batam akan dilakukan dengan membangun destinasi khusus,
dan melakukannya dengan berdiplomasi dengan Singapura. Hal ini dapat tercermin
bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk menengahi kepentingan dari berbagai
pihak dengan pada akhirnya membiarkan FTZ berjalan seperti sedia kala, namun
dengan adanya kawasan khusus yang menjadi KEK di Batam (Fatimah, Simamora,
dan Silitonga 2022). Fenomena ini dapat dipahami sesuai dengan apa yang
diungkapkan Bayne dan Woolcock (2017) bahwa kepentingan dari berbagai pihak,
termasuk kepentingan pemerintah, sektor industri, serikat pekerja, dan bahkan
masyarakat sipil membentuk preferensi dan pengambilan keputusan dalam
diplomasi ekonomi.

Keputusan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan Singapura dalam
pengembangan KEK dilakukan untuk tercapainya apa yang dikenal dalam konsep
diplomasi ekonomi sebagai “utility maximization.” Maksimalisasi utilitas dalam
diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia utamanya berkaitan dengan segi
ekonomi, karena diplomasi ekonomi dilakukan untuk mengakselerasi
pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri di Batam. Pemilihan Singapura
berkaitan dengan target pencapaian dari maksimalisasi utilitas tersebut, karena
Singapura terus menjadi investor terbesar di sektor industri Batam.

Dalam aktivitas perdagangan dan investasi, Indonesia menghadapi berbagai
isu yang memerlukan negosiasi dengan negara-negara lain. Terutama dalam hal

investasi, terdapat hambatan perdagangan seperti tarif bea masuk ke negara tujuan.
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Untuk mengatasi hal ini, Indonesia mengeluarkan kebijakan agar tarif bea masuk
dapat dikurangi dan bahkan dihapuskan. Indonesia menjalankan negosiasi dengan
Singapura sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kerja sama bisnis secara efektif serta memberikan

legitimasi dan izin untuk beroperasi.

34 Institusi dan Pengambilan Keputusan Dalam Negeri

Bagian ini berfokus pada penerapan variabel institusi dan pengambilan
keputusan dalam negeri dalam diplomasi ekonomi. Dalam bukunya, Bayne dan
Woolcock menyampaikan bahwa institusi berperan dalam menetapkan
keseimbangan kepentingan dan cara-cara yang digunakan, serta melaksanakan
prosedur pengawasan negosiasi. Pada variabel ini, terdapat penekanan pada
hubungan prinsipal-agen, di mana prinsipal sebagai pembuat keputusan dan agen
sebagai pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Indonesia berperan
sebagai prinsipal dan BP Batam berperan sebagai agen.

Sejak FTZ diberlakukan di Batam, Pemerintah Pusat telah menunjuk Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, yang
lebih dikenal sebagai Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk mengelola kebijakan
FTZ. BP Batam tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada investor yang
tertarik berinvestasi di Batam, tetapi juga berupaya meningkatkan daya saing
wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menarik minat investor asing agar

berinvestasi di Indonesia.
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Untuk mencapai tujuan mengembangkan Batam sebagai pusat industri,
diperlukan pemenuhan prasyarat utama yang melibatkan pembangunan fisik dan
non-fisik. Pembangunan fisik bertujuan untuk memudahkan arus investasi dengan
menyediakan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, pembangunan non-fisik ditujukan untuk menarik minat investor
dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memudahkan (Syuzairi dkk. 2022).
Pandangan ini didasarkan pada ketentuan dalam peraturan Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP
Batam) Nomor 10 Tahun 2011. Salah satu tugas BP Batam adalah mengelola,
mengembangkan, dan membangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, sementara salah satu fungsinya adalah memfasilitasi kegiatan
penanaman modal (BP Batam 2021a).

Dalam kaitannya dengan kebijakan, pemerintah pusat menetapkan sejumlah
aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan KEK dan kemudian
diimplementasikan oleh BP Batam sebagai regulatornya. Aturan dan kebijakan ini
dirancang untuk memberikan landasan hukum dan arah yang jelas bagi pelaksanaan
dan pengelolaan KEK secara meluas. Hal ini juga berkaitan dengan dominasi peran

BP Batam dalam diplomasi ekonomi terhadap Singapura secara khusus.
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Tabel 3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Implementasi dari BP Batam

No. Pemerintah Indonesia BP Batam

1. | Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Mempermudah perizinan
Nomor 41 Tahun 2021 tentang melalui penyempurnaan
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan pelayanan berbasis
Bebas dan Pelabuhan Bebas elektronik Indonesia

Batam Online Single
Submission (IBOSS)

2. | Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Menjadi regulator
Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan sekaligus
Ekonomi Khusus Batam Aero Technic mempromosikan peluang

investasi dan kerja sama
di KEK Batam Aero
Technic ke negara lain,
Khususnya Singapura

3. | Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Menjadi regulator
Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan sekaligus
Ekonomi Khusus Nongsa mempromosikan peluang

investasi dan kerja sama
di KEK Nongsa ke negara
lain, khususnya Singapura
4. | Meresmikan kesiapan operasi KEK Nongsa | Berkomitmen dalam

melalui Keputusan Ketua Dewan Nasional mendukung kebutuhan
KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang infrastruktur dan
Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi perizinan, dan

Khusus Nongsa memfasilitasi penanganan

permasalahan
Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber (Kantor Imigrasi Batam 2022;

BP Batam 2023b; 2023a; 2022a)

Pengembangan KEK sendiri erat kaitannya dengan pengembangan industri.
Secara umum, dari 20 KEK yang telah terbangun di seluruh Indonesia, separuhnya
merupakan KEK yang memiliki fokus pada sektor industri (Dewan Nasional KEK
2024). Oleh karenanya, dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia
terhadap Singapura, sektor industri menjadi fokus yang diupayakan. Salah satu
upaya dari pemerintah Indonesia melalui BP Batam yang dapat dikatakan sangat
terkait dengan sektor industri terhadap Singapura adalah kehadirannya pada

seminar daring bertema “Industrial Transformation and Its Opportunities” yang
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diselenggarakan oleh Singapore Manufacturing Federation (SMF), Kamar Dagang
dan Industri Indonesia, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura
(HMS 2020). SMF sendiri merupakan organisasi Singapura terbesar yang mewakili
kepentingan manufaktur dan industri terkait manufaktur yang telah berdiri sejak
tahun 1932. Dalam seminar yang dilaksanakan pada 15 September 2020 tersebut,
BP Batam memberikan pemaparan terkait perkembangan serta peluang investasi di
KEK Batam. BP Batam juga melakukan persuasi agar SMF berinvestasi di Batam
dengan menyebutkan terkait insentif investasi yang akan mempermudah dalam

proses berinvestasi di KEK Batam.

Gambar 3.2 BP Batam dalam Seminar Daring dengan Singapura

Sumber: Bisnis\Suma:tera, 2020

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan peran BP Batam dalam upaya
diplomasi ekonomi terhadap Singapura, BP Batam juga turut memperkenalkan
Kepala Urusan Ekonomi Internasional BP Batam untuk Singapura. Jabatan ini
sendiri dijabat oleh Michael Goutama yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Singapura. Perkenalan adanya

Kepala Urusan Ekonomi Internasional BP Batam untuk Singapura dilaksanakan
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dalam seminar yang sama yang diadakan oleh SMF pada 2020. Posisi baru di BP
Batam yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi internasional dengan
Singapura merupakan sebuah inovasi yang terkait dengan perkembangan struktural
dan organisasi dalam BP Batam (Bani 2020). Sebelumnya, peran yang berkaitan
dijalankan oleh Liaison Officer (LO). Namun seiring dengan berjalannya waktu dan
perkembangan kebutuhan guna meningkatkan kemudahan investasi dan urusan
ekonomi lainnya, BP Batam mengangkat Kepala Urusan Ekonomi Internasional
pada tahun 2020 untuk memperkuat hubungan BP Batam dengan Singapura.

Sebagai prinsipal, pemerintah pusat bertanggungjawab dalam mengambil
keputusan terkait dengan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam
meningkatkan sektor industri melalui pengembangan KEK Batam. Oleh karenanya,
pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan juga berperan dalam melakukan
pertemuan langsung dengan Singapura terkait rencana pengembangan KEK Batam.
Melalui pertemuan tahunan bertema “The 13th Co-chairs Meeting Working Group
on Batam-Bintan-Karimun and Other Special Economic Zones in Indonesia
(Working Group on BBK and Other SEZs),” pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas beberapa agenda
penting terkait pengembangan KEK Batam dengan Singapura. Agenda tersebut
meliputi perkembangan umum dari KEK Batam, pengembangan industri digital
antara Singapura dengan Batam, serta peningkatan logistik Batam dan Singapura
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2021).

Adanya pandemi Covid-19 sempat menghambat proses diplomasi ekonomi
yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura. Namun, pasca pandemi usai dan

ekonomi mulai pulih kembali, BP Batam kembali memainkan perannya dalam
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berdiplomasi dengan Singapura. Langkah awal yang diambil adalah melakukan
pertemuan langsung dengan dua Menteri Singapura, yakni Menteri Tenaga Kerja
serta Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Kunjungan yang dilakukan oleh
Kepala BP Batam ini tepat dengan momentum pembukaan kembali perbatasan
antara Indonesia dan Singapura yang dimulai pada 1 April 2022 (BP Batam 2022b).
Dalam kunjungannya tersebut, BP Batam membahas beberapa pembahasan dengan
Menteri Singapura, di mana di dalamnya meliputi pembahasan terkait proses
pembangunan di Batam, yang juga meliputi terkait sektor industri secara khusus.

Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri
melalui pengembangan KEK tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia melalui
BP Batam. Dalam upaya menggenjot investasi Singapura dalam sektor industri di
KEK Batam, BP Batam mengadakan diskusi yang mengundang Singapore
Economic Development Board (EDB) dan pengusaha-pengusaha Singapura pada 5
Juli 2023. Dalam forum diskusi tersebut, BP Batam memberikan penjelasan
mendalam terkait data potensi investasi serta aturan-aturan baru terkait perpajakan
(Chadie 2023). Hal ini mencakup informasi yang relevan mengenai penanaman
modal asing dan terkait visa bagi pengusaha Singapura yang berdomisili di Batam.
Diskusi ini sendiri dikemas dalam nuansa yang santai yang kemudian diwujudkan
dalam bentuk acara “Coffee Morning.” Diskusi ini merupakan langkah konkret dari
BP Batam untuk menginformasikan lebih mendalam kepada para pengusaha
Singapura terkait peluang dan keuntungan yang dapat diperoleh dengan
berinvestasi di KEK Batam (Aditia 2023).

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa hubungan prinsipal-agen

utamanya ditunjukkan oleh hubungan pemerintah dengan BP Batam. Pemerintah
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Indonesia sebagai prinsipal berperan dalam mengambil keputusan, seperti
melakukan diskusi awal dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan
pengembangan KEK Batam. Di sisi lainnya, BP Batam berperan sebagai agen yang
mendominasi pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam

meningkatkan sektor industri melalui pengembangan KEK.

35 Faktor Ideasional

Bagian ini merupakan aplikasi dari variabel faktor ideasional. Dalam
bukunya, Bayne dan Woolcock menjelaskan bahwa terdapat ruang terhadap faktor
ideasional dalam diplomasi ekonomi. Faktor ideasional ini dapat terkait dengan
pandangan dari para negosiator, ataupun terkait dengan adanya peran persuasi
dalam diplomasi ekonomi (Bayne dan Woolcock 2017). Dalam konteks diplomasi
ekonomi Indonesia terhadap Singapura, penjelasan faktor ideasional meliputi
pandangan pemerintah Indonesia terhadap perdagangan dan investasi, serta
persuasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura.

Terkait dengan variabel faktor ideasional, pandangan konstruktivis
menyatakan bahwa preferensi tidak bersifat konstan, melainkan dapat berubah dan
bersifat socially-determined. Preferensi Indonesia dibawah kepemimpinan Joko
Widodo terhadap perdagangan bebas dapat dikatakan berubah-ubah. Misalnya,
dalam beberapa kesempatan pemerintah Indonesia memandang perdagangan bebas
sebagai ancaman terhadap ekonomi dalam negeri karena perusahaan dalam negeri
dinilai belum dapat bersaing dengan kuat (Zain 2022). Namun, dalam konteks

diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura terkait pengembangan KEK,

58



pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo cenderung mendorong
terciptanya pengembangan KEK dengan kerja sama Singapura.

Dalam pandangan konstruktivis, kecenderungan dorongan pemerintah
Indonesia untuk melakukan pengembangan KEK dan berdiplomasi dengan
Singapura tidak hanya untuk keuntungan relatif semata. Meskipun faktor-faktor
ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan infrastruktur memainkan peran utama,
namun faktor ideasional juga memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan
dinamika dan hasil dari diplomasi ekonomi antara kedua negara. Dalam beberapa
kesempatan, Indonesia menyatakan keinginannya untuk menjadikan Batam lebih
kompetitif, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura yang secara strategis
berdekatan dengan Batam (Lubis 2023). Hal ini berkaitan dengan aspek identitas
nasional yang dimiliki oleh Indonesia, di mana pengembangan KEK Batam
menegaskan terkait kemampuan untuk bersaing dalam skala internasional.

Dalam menghadapi kepentingan Indonesia yang lebih besar untuk
mengembangkan Batam, diplomasi ekonomi dengan Singapura menjadi penting.
Singapura memiliki posisi strategis sebagai pusat keuangan dan perdagangan di
kawasan Asia Tenggara (S. Anwar dan Yuangga 2019). Hal itu membuat hubungan
ekonomi antara kedua negara memiliki dampak langsung pada keberhasilan KEK
Batam. Dalam hal ini, faktor ideational seperti persepsi, kepentingan bersama, dan
pembentukan opini publik di kedua negara menjadi penting dalam membentuk
kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Oleh karena faktor ideasional masih dapat berperan dalam diplomasi
ekonomi, maka terkadang persuasi masih dibutuhkan. Dalam konteks diplomasi

ekonomi Indonesia dengan Singapura dalam meningkatkan industri di Batam
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melalui pengembangan KEK, persuasi dapat terlihat dari penekanan pada
kepentingan bersama yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia dari
BP Batam seringkali menekankan pada keuntungan yang akan didapatkan oleh
Singapura dari pengembangan KEK Batam, yaitu adanya keuntungan kemudahan
berinvestasi. Persuasi lainnya juga terlihat dari upaya BP Batam dalam membuka
kantor perwakilan di Singapura yang akan membuat Singapura semakin tertarik
untuk berinvestasi di Batam (BP Batam 2021b).

Jaminan kemudahan investasi yang diberikan oleh BP Batam dapat
dikatakan berhasil dalam mendongkrak nilai penanaman modal asing di Batam.
Pada tahun 2023, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Aristuty
Sirait menyatakan bahwa sektor paling dominan dari penanaman modal asing di
Batam pada tahun 2022 adalah sektor industri, khususnya industri mesin atau
elektronik, biomedis, dan peralatan listrik (BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

2023).
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketimpangan merupakan ketidakseimbangan yang sering kali menjadi
masalah serius di dalam ASEAN. Untuk menanggulangi permasalahan ini, ASEAN
telah melaksanakan beberapa langkah penting, salah satunya adalah dengan
meningkatkan kerja sama intra-ASEAN, atau kerja sama antar negara anggota.
Dengan menggalang kerja sama intra-ASEAN, ASEAN berupaya untuk
memperkuat solidaritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di
seluruh wilayah. Selain itu, ASEAN juga mengedepankan kerja sama eksternal
dengan negara-negara di luar kawasan untuk mendapatkan dukungan tambahan
dalam mengatasi ketimpangan.

Salah satu contoh dari kerja sama intra-ASEAN adalah yang dilakukan
Indonesia dengan Singapura. Hubungan keduanya telah terbangun sejak tahun 1973
dan terus meningkat seiring berjalannya waktu dalam berbagai bidang. Singapura
juga merupakan mitra kunci bagi Indonesia dalam perdagangan dan investasi,
terutama karena Singapura secara konsisten menjadi investor terbesar di Batam,
Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Indonesia menjadikan Singapura
sebagai target diplomasi ekonominya melalui adanya pengembangan KEK di
Batam.

Dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi baru dari Nicholas Bayne
dan Stephen Woolcock, penelitian ini menemukan bahwa dalam diplomasinya,

Indonesia mempertimbangkan lima variabel yang sesuai dengan konsep yang ada.
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Variabel tersebut antara lain adalah variabel relative economic power, international
regimes, interests, institution and domestic decision-making, serta ideational
factors. Dalam relevansinya dengan penelitian ini, Indonesia sebagai pelaku
diplomasi ekonomi berkeinginan untuk meningkatkan sektor industri di Batam
melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan menjadikan Singapura
sebagai target dari diplomasinya.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Konsep Diplomasi Ekonomi

Variabel Hasil Analisis

Kekuatan ekonomi relatif e Perekonomian Singapura dan iklim
investasi yang baik membuat Indonesia
menjadikan Singapura sebagai target
diplomasi ekonomi

¢ Signifikansi kerja sama dengan Singapura
dalam membantu meningkatkan sektor
industri di Batam

Rezim internasional e AFTA dan MoU 2006 sebagai landasan
diplomasi Indonesia dengan Singapura

o AFTA mendorong adanya investasi asing
yang menghasilkan MoU 2006 dengan
mengikuti prinsip GATT

Kepentingan e Terdapat berbagai kepentingan dalam
pengambilan keputusan yang datang dari
berbagai pihak, seperti dari pemerintah dan
kelompok pengusaha

e Pemerintah Indonesia berupaya
menjembatani kepentingan dengan hasil
mengejar peningkatan sektor industri di

Batam
Institusi dan pengambilan e Hubungan prinsipal-agen ditunjukkan oleh
keputusan dalam negeri pemerintah Indonesia dan BP Batam

e Pemerintah Indonesia menetapkan
keputusan dan BP Batam menjadi
pelaksana dalam diplomasi ekonomi
dengan Singapura

Faktor ideasional e Pandangan Indonesia yang berubah-ubah
terhadap perdagangan bebas, namun
mendukung adanya pengembangan KEK

e Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap
Singapura berkaitan dengan identitas
nasional dan kemampuan untuk bersaing
secara internasional
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Pada variabel kekuatan ekonomi relatif, pengaplikasiannya adalah kekuatan
ekonomi relatif Singapura yang membuat Indonesia tertarik menjadikannya sebagai
target diplomasi ekonomi. Dalam konteks ini, Singapura, sebagai pusat keuangan
utama di Asia Pasifik, memiliki perekonomian maju didorong oleh sektor-sektor
utama seperti elektronik, transportasi, manufaktur biomedis, dan jasa. Singapura
mendukung perdagangan multilateral melalui WTO dan investasi keluar melalui
lembaga seperti Enterprise Singapore. Oleh karena kekuatan relatif yang dimiliki
Singapura, Indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan Singapura untuk
stabilitas ekonomi regional, dan kemudian mengambil langkah-langkah diplomasi
dan negosiasi, termasuk usulan pembentukan KEK sebagai strategi untuk
meningkatkan kondisi ekonomi domestik, terutama dalam sektor industri.

Pada variabel rezim internasional, penerapannya adalah rezim yang
mengatur hubungan dan diplomasi Indonesia dengan Singapura, yaitu AFTA dan
Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus pada tahun 2006. Adanya AFTA mendorong negara-negara ASEAN untuk
melakukan perdagangan dan investasi. AFTA kemudian dijadikan landasan dalam
landasan kerja sama selanjutnya, yaitu MoU tentang pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). MoU Batam didasarkan pada prinsip-prinsip GATT dan
bertujuan untuk mempermudah aktivitas ekonomi di berbagai sektor. AFTA dan
Mou 2006 menjadi rezim yang memfasilitasi hubungan dan kelanjutan dari
hubungan tersebut yang berbentuk diplomasi ekonomi Indonesia dengan Singapura.

Pada variabel kepentingan, penerapannya adalah kepentingan Indonesia
untuk meningkatkan sektor industri di Batam. Isu yang menjadi fokus adalah

penurunan ekonomi yang disertai penurunan pada sektor industri di Batam. Untuk
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mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berupaya menjadikan Singapura sebagai
tujuan diplomasi ekonomi untuk memulihkan ekonomi dan mengembangkan sektor
industri di Batam melalui pengembangan KEK. Langkah ini mencerminkan usaha
pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan domestik, seperti dari
kelompok pengusaha, dan berupaya untuk memaksimalkan utilitas ekonomi,
terutama dalam menjaga kerjasama dengan investor terbesar Batam, yaitu
Singapura.

Pada variabel institusi dan pengambilan keputusan dalam negeri,
penerapannya adalah hubungan prinsipal-agen dari pemerintah Indonesia dengan
lembaga BP Batam. Pemerintah Indonesia sebagai prinsipal melakukan
pengambilan keputusan, sedangkan BP Batam mendominasi peran dalam
menjalankan diplomasi dengan Singapura dalam meningkatkan sektor industri di
Batam. Hubungan prinsipal-agen ini dapat terlihat dari berbagai keputusan
pemerintah Indonesia melalui adanya Peraturan Pemerintah, serta dari sisi agen
terlihat dari BP Batam sebagai pelaksana dengan upaya diplomasi dengan
Singapura untuk membuat Singapura dapat secara masif berinvestasi pada sektor
industri di Batam.

Pada variabel faktor ideasional, penerapannya adalah faktor-faktor yang
tidak termasuk faktor material, di mana konsepnya sendiri didasarkan pada
pandangan konstruktivis. Diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk keuntungan
ekonomi semata, namun juga terkait dengan identitas nasional Indonesia dan
kemampuan untuk bersaing secara internasional. Hubungan ekonomi Indonesia-
Singapura menjadi krusial dalam keberhasilan KEK Batam, dan faktor ideasional

seperti persepsi, kepentingan bersama, dan opini publik memainkan peran penting
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dalam membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Persuasi juga menjadi
alat penting dalam diplomasi ini, terlihat dari penekanan pada keuntungan bersama
dan upaya BP Batam untuk membuka kantor perwakilan di Singapura. Jaminan
kemudahan investasi yang ditawarkan berhasil meningkatkan penanaman modal
asing di Batam, terutama dalam sektor industri.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman
mendalam terkait kerja sama Indonesia dan Singapura dalam kerangka kerja sama
intra-ASEAN, melainkan secara khusus memberikan pemahaman terkait upaya
diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura melalui pengembangan KEK di
Kota Batam. Penelitian ini kemudian memberikan kontribusi bagi kajian ekonomi
dan kawasan perdagangan bebas. Dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi
baru, penelitian ini memberikan gambaran bahwa diplomasi ekonomi Indonesia
terhadap Singapura dilakukan dengan mempertimbangkan variabel kekuatan
ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan, institusi dan pengambilan

keputusan dalam negeri, serta faktor ideasional.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini membahas diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Singapura
dalam sektor industri di Batam melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
Penelitian ini menggunakan konsep dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock
terkait diplomasi ekonomi baru yang berkaitan dengan lima variabel utama. Namun,
penelitian ini masih terdapat kekurangan pada bagian data, khususnya faktor

ideasional. Data yang disampaikan dalam penelitian ini hanya berupa data
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sekunder. Sedangkan untuk menelusuri lebih dalam terkait faktor ideasional, data
primer, yang didapat dari wawancara dengan instansi terkait, menjadi salah satu alat
untuk melengkapi penelitian. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah dengan
melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara sehingga data primer yang
didapatkan dapat membantu kelengkapan dalam penelitian terkait diplomasi
ekonomi Indonesia terhadap Singapura dalam sektor industri melalui
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain itu, rekomendasi lain yang dapat disampaikan adalah terkait dengan
keberlanjutan dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri. Hal ini
didasarkan oleh cakupan penelitian ini yang terbatas pada tahun 2023. Sedangkan
terdapat inisiasi destinasi-destinasi Kawasan Ekonomi Khusus baru di Batam yang
akan berkontribusi terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus secara

umum dan berkontribusi pada sektor tertentu.
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